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ABSTRAK 

PEMBERDA Y AAN PET ANI MELALUI POLA 
KEMITRAAN PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT 

(Studi Eva/uasi Pelaksanaan Kebijakan Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi 
Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penge/olaan Usaha 

Perkebunan Berkelanjutan Di Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat) 

SUTOWO 
Universitas Terbuka 

stwsutowo@gmail.com 
Kata Kunci : Pemberdayaan, Pekebun, Kemitraan, Pembangunan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskripsikan sejauhmana 
pelaksanaan kebijakan program pemberdayaan petani melalui pola kemitraan 
pembangunan kebun masyarakat telah dilakukan oleh perusahan perkebunan besar 
kelapa sawit minimal 20 % dari luas lahan yang diusahakan di wilayah Kecamatan 
Pangkalan Lada . 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan diskriptif 
kualitatif untuk mengevaluasi pelaksanaan program. Dari hasil temuan dan bahasan 
bahwa program pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun 
untuk masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit sudah 
termasuk dalam kategori Cukup (C). Dari sisi ekonomi, pelaksanaan pemberdayaan 
petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat telah mampu 
memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya. 
Namun demikian masih perlu di tingkatkan baik dari segi pemantauan maupun 
implementasi peraturan pendukung lainnya. 

Faktor pendorong pelaksanaan program ini karena adanya kebijakan Perda 
Prop. Kalteng Nomor 5 Tahun 2011 yang mewajibkan bagi perusahaan perkebunan 
untuk membangun kebun masyarakat. Sedangkan Faktor Penghambatnya adalah 
Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah yang belum ditetapkan 
oleh pemerintah sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan kebun 

14/41410.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



ABSTRACT 

FARMER EMPOWERMENT THROUGH 
GARDEN COMMUNITY DEVELOPMENT PARTNERSHIP PATTERN 
(Implementation Evaluation Study Based on Central Kalimantan Provincial 

Regulation No. 5 of 2011 on the Sustainable Management of Plantation Business 
in Pangkalan Lada District, West Kotawaringin Regency 

SUTOWO 
Universitas Terbuka 

stwsutowo!tl' gmail.com 
Keywords: Empowerment, planters, Partnership Development 

This study aims to analyze and describe the extent of implementation of 
program policies to empower farmers through a partnership development community 
garden has been done by big oil palm plantation companies of at least 20% of the 
cultivated land area in Pangkalan Lada district. 

This research is a field with a qualitative descriptive approach to evaluate the 
implementation of the program. From the findings and discussion that farmer 
empowerment program through a partnership for community garden development by 
oil palm plantation companies are included in the category of Self (C). From the 
economic side, the empowerment of farmers through a partnership development 
community gardens have been able to contribute to the increase in income and 
welfare. However, still need to be improved in terms of both monitoring and 
supporting the implementation of other regulations. 

Stimulation Factors of the implementation this program because ofthe central 
kalimantan Provincial regulation policy No. 5 of 2011, which requires that for 
plantation companies to build a community garden. While inhibiting factor is the 
Spatial Plan of Central Kalimantan province which has not been established by the 
government that obstruct the implementation of the plantatiom development. 
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BABII 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam suatu penelitian tidak terlepas dengan adanya permasalah, dimana 

untuk mendalami suatu permasalahan ini, maka diperlukan suatu kajian teori 

secara ilmiah. Oleh karena itu ada beberapa hal yang akan dikaji sebagai berikut: 

A. Kajian Teori 

1. Kebijakan Publik 

Kebijakan merupakan sesuatu hal berkenaan dengan permasalahan 

keputusan yang memperbolehkan atau tidak memperbolehkan sesuatu yang 

sebenamya dilarang ataupun sebaliknya berdasarkan alasan-alasan tertentu. 

Oleh karena itu banyak orang yang mendifinisikan dari pada kebijakan. 

1.1. Pengertian 

Chandler dan Plano dalam Hakim (2011 :24) mendifinisikan 

kebijakan publik merupakan pemanfaatan strategis terhadap sumber 

daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau 

pemerintahan . Menurutnya, kebijakan publik merupakan bentuk 

intervensi negara melindungi kepentingan masyarakat (kelompok yang 

kurang beruntung). Untuk mengoptimalisasi kebijakan publik. 

pemerintah mengintervensi dalam ranah sumber daya yang berupa 

system dalam masyarakat sehingga kebijakan akan menghasilkan out 

put yang berfungsi mensinergiskan kebijakan tersebut. 

7 

14/41410.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



8 

Hubungan antara kebijakan publik dengan kepentingan publik 

mengandung pengertian bahwa kebijakan publik berasal dari publik, 

disusun oleh publik dan berlaku untuk publik, oleh karena itu kebijakan 

publik sangat erat dengan kepentingan publik. Secara ringkas kebijakan 

publik dapat dipandang sebagai proses perumusan kebijakan, 

implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan, meningkatkan profesionalisme dan tujuan politik 

atau dengan kata lain kebijakan publik adalah serangkain instruksi dari 

para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan 

tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan dimaksud. 

Kesalahan dalam membuat kebijakan dapat berakibat pada 

kemiskinan masyarakat sehingga perlu adanya penanganan secara 

senus untuk membuat program-program pemberdayaan yang 

melibatkan semua stakeholder terkait. Oleh karena itu Basri, (2002:98-

1 00) mengatakan Kemiskinan diartikan sebagai akibat dari ketiadaan 

demokrasi, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang 

menghilangkan kemampuan warga suatu negara untuk memutuskan 

masalah-masalah yang menjadi perhatian mereka sendiri, sehingga 

mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat produksi (lahan dan 

teknologi) dan sumber daya (pendidikan, kredit, dan akses pasar). 

Kemiskinan ini diakibatkan adanya kebijakan konstelasi struktur 

ekonomi dan politik yang otoritarian dan tidak berpihak pada golongan 

lemah dengan pola insentif institusional yang bersifat mencari 
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keuntungan pribadi/golongan. Sehingga pemerintah perlu segera 

mengambil langkah-langkah dengan membuat kebijakan melalui 

peraturan yang mengarah pada 1 ). Stabilitas ekonomi yang dapat 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan hasilnya dapat dinikmati oleh 

seluruh lapisan masyarakat secara adil; 2). Meningkatkan akses 

kelompok ekonomi kecil terhadap berbagai sumber daya ekonomi 

terutama modal, tanah serta informasi ilmu pengetahuan dan teknologi; 

3). Mengubah bentuk insentif perizinan, dengan jalan memberikan 

pelayanan perizinan usaha secara gratis , sehingga akan mendorong 

usaha kecil untuk mendaftarkan usahanya dan pemerintah daerah dapat 

memperoleh peningkatan pajak dari usaha kecil dimaksud. 

1.2. Evaluasi 

Berkaitan dengan permasalahan kebijakan publik, baik itu 

bagaimana cara merumuskan , mengimplementasikan dan yang terakhir 

bagaimana mengevaluasi pelaksanaan dari pada kebijakan tersebut. 

Maka dalam penelitian ini akan mengevaluasi kebijakan publik. 

Evaluasi kebijakan publik merupakan hal yang sangat penting, 

karena evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauhmana keefektivan 

pelaksanaan dari pada kebijakan publik untuk dipertanggungjawabkan. 

Dari hal ini maka akan terlihat ada sesuatu hal atau tidak terhadap 

kesenjangan yang terjadi antara harapan dengan kenyataan. 

Penelitian diskriptif kualitatif ini merupakan evaluasi terhadap 

program, maka konsep utamanya adalah sejauhmana program tersebut 
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telah dilaksanakan. Sebagaimana dikatakan oleh Riyadi Soeprapto 

(2000: 1-3) bahwa penelitian evaluasi merupakan penelitian terhadap 

suatu bidang yang efektif dari aktifitas yang berhubungan dengan 

pengumpulan, penganalisisan dan penafsiran informasi untuk 

kebutuhan implementasi dan usaha-usaha intervensi untuk kehidupan 

manusia yang lebig baik. Dimana evaluasi programnya adalah untuk 

mengetahui keefektifan suatu program untuk mencapai tujuan. 

Menurut Samudra Wibawa dalam Dwidjowijoto (2004:186-187), 

evaluasi kebijakan publik memiliki 4 fungsi, diataranya adalah : 1 ). 

Eksplanasi, dimana melalui evaluasi , maka kebijakan tersebut dapat 

diprotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu 

generalisasi tentang pola-pola hubungan antara berbagai dimensi realitas 

yang diamatinya. Dari evaluasi mt maka evaluator dapat 

mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung 

keberhasilan dan kegagalan kebijakan dimaksud ; 2). Kepatuhan, dimana 

melalui evaluasi kebijakan ini dapat dikatahui apakah tindakan yang 

dilakukan oleh para pelaku , baik para birokrasi maupun pelaku lainnya 

sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan dalam 

kebijakan dimaksud; 3). Audit, dimana melalui evaluasi kebijakan ini, 

maka dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan 

kelompok sasaran kebijakan atau justru ada kebocoran atau menyimpang 

dan 4). Akunting, dimana melalui evaluasi kebijakan ini dapat diketahui 

apakah akibat sosial ekonomi dari kebijakan dimaksud. 
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Dengan demikian dari beberapa pendapat, maka dapat didefinisikan 

bahwa evaluasi program merupakan suatu kegiatan untuk mengukur atau 

menilai sejauhmana tingkat pencapaian pelaksanaan program atau 

kegiatan tertentu sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan program 

selanjutnya. 

2. Pemberdayaan 

Pembangunan sub-sektor perkebunan sebagai bagian integral dari 

pembangunan pertanian dalam artian luas yang pada hakekatnya 

dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk mengupayakan 

pengembangan wilayah perdesaan dengan jalan mendayagunakan sumber 

daya lahan secara optimal dan menyeluruh sebagai usaha untuk 

meningkatkan kemakmuran rakyat yang dilaksanakan secara terencana, 

rasional, optimal, bertanggungjawab, sesuai dengan daya dukungnya dan 

berkelanjutan, sehingga mampu memberikan peningkatan pendapatan 

masyarakat yang pada gilirannya kesejahteraanya akan terjamin. 

Pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu wujud 

pembangunan altematif yang menghendaki agar masyarakat mampu mandiri 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Empowerment (pemberdayaan) 

berasal dari Bahasa Inggris, dimana power diartikan sebagai kekuasaan atau 

kekuatan. Menurut Dahl (1973:50), pemberdayaan diartikan pemberian 

kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol. Manusia selaku individu 

bagian dari kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan

keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya. Sedangkan menurut 
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Kartasasmita (1995: 19) upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan 

melalui tiga cara, yaitu : ( 1) Menciptakan suasana yang memungkinkan 

potensi masyarakat untuk berkembang, (2) Memperkuat potensi yang 

dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, (3) 

Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dari apa yang 

disampaikan oleh para pakar pemberdayaan tersebut maka pemberdayaan 

ini ada campur tangan orang lain untuk memotivasi masyarakat agar mampu 

dan mau untuk berusaha dan berdikari sendiri serta tidak menggantungkan 

orang lain, dengan harapakan perekonomiannya dapat mendongkrak 

peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya. 

3. Kemitraan 

Berdasarkan Perda Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 

bahwa pembangunan kebun masyarakat yang dilaksanakan oleh perusahaan 

perkebunan besar dengan pola kemitraan akan menciptakan sinergitas serta 

harmonisasi antara masyarakat dan perusahaan perkebunan. Pola kemitraan 

ini harus didasarkan atas saling menguntungkan, saling menghargai, saling 

bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan. Untuk 

mewujudkan maksud ini, setiap perusahaan perkebunan yang memiliki Izin 

Usaha Perkebunan (IUP) dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku wajib 

membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari 

total luas kebun yang diusahakan. Lahan untuk pembangunan kebun 

masyarakat dapat berasal dari lahan masyarakat sendiri, atau lahan lain yang 

jelas status kepemilikannya. Pola pembangunan kebun masyarakat 
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dilaksanakan dengan pola yang disetujui bersama antara pelaku usaha 

dengan masyarakat sekitar yang biasa dikenal dengan pola kemitraan. Pola 

tersebut berupa pola pengadaan lahan, pola pembangunan dan pemeliharaan 

kebun, pola pembangunan kebun atau perusahaan perkebunan menyediakan 

benih, pembinaan dan sarana produksi atau pola lainnya yang disepakati 

bersama. 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil mengatur 

mengenai kriteria usaha kecil, tujuan pemberdayaan usaha kecil, iklim usaha 

bagi pengembangan usaha kecil dan pola-pola kemitraan. Implementasi dari 

Undang-Undang ini diterjemahkan ke dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. "Kemitraan sendiri 

diartikan sebagai kerjasarna usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha 

Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan 

pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan 

memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling 

menguntungkan dalam rangka pemberdayaan usaha kecil ". 

4. Pembangunan Kebun Masyarakat 

Pembangunan merupakan suatu proses multi dimensional yang 

menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalarn struktur, system 

social ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan 

akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kesenjangan dan 

pemberantasan kemiskinan absolut . Masalah kemiskinan menjadi bagian 

yang tidak lepas dari pelaksanaan pembangunan. Pembangunan merupakan 
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suatu cara yang diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas hidup 

masyarakat untuk mengurangi kemiskinan yang terjadi. Penyelesaian 

masalah kemiskinan dengan melakukan pembangunan ini mendorong 

pemerintah untuk membuat program yang dapat meminimalisir hal tersebut 

yaitu program pembangunan kebun untuk masyarakat yang dilakukan oleh 

perusahaan perkebunan besar. Pelaksanaan pembangunan kebun untuk 

masyarakat ini diharapkan mampu merubah pola kehidupan petani/pekebun 

sekitar perusahaan untuk dapat meningkatkan 

kesejahteraannya. 

pendapatan dan 

Para ahli mendifinisikan arti pembangunan merupakan suatu proses 

untuk melakukan perubahan dimana pembangunan tersebut sebagai suatu 

usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana 

dan dilakukan secara sadar oleh sautu bangsa, negara dan pemerintah, 

menuju modemitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation Building)" 

Adapun Ginanjar Kartasasmita (1997;9) memberikan pengertian lebih 

sederhana tentang difinisi dari pada pembangunan yaitu " suatu proses 

perubahan ke arab yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara 

terencana. Pembangunan kebun masyarakat yang direncanakan oleh 

pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan petani/pekebun dengan harapan agar terbebas dari krisis 

ekonomi. 
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Sedangkan Basri, (2002;26-27) mengatakan bahwa dengan adanya 

krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia berakibat terhadap 

pelaksanaan pembangunan dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. 

Ada beberapa hal menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia diataranya 

adalah : 1 ). Perlu adanya pembenahan manajemen pembangunan dan 

pemerintahan; 2). Reformasi sistem pengambilan keputusan berkaitan yang 

berakitan erat dengan manajemen pambangunan dan pemerintahan dan 3). 

Diperlukan adanya pengembangan kelembagaan yang menopang 

peningkatan dinamika perekonomian yang semakin sehat sehingga bisa 

menekan biaya transaksi (transaction cost) .Keberhasilan ketiga hal tersebut 

dapat memperkokoh keunggulan komparatif bangsa yang pada gilirannya 

dapat mempercepat peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 

melalui upaya-upaya pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat 

lemah dengan program-program kemitraan dan sejenisnya yang dapat 

menyentuh akar permasalahan. 

Kebutuhan manusia yang tidak terbatas menuntut manusia untuk 

berusaha mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Bekerja menjadi modal 

utama untuk membiayai kelangsungan hidup keluarga dalam memenuhi 

kebutuhan. Harga-harga yang terus berubah dan semakin meningkat 

memperkecil kemampuan rakyat untuk mengkonsumsi barang-barang 

kebutuhan dasar. Pemerintah tentunya mengharapkan adanya kesejahteraan 

sosial seperti yang disebutkan dalam sila kelima Pancasila. Sila kelima ini 

mempunyai makna bahwa "Kesejahteraan sosial terwujud melalui 
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tercapainya kemakmuran (prosperity) yang berkeadilan Uustice)". Dimana 

masyarakat miskin belurnlah mendapatkan keadilan dalam hal kemakmuran. 

Pemenuhan untuk kebutuhan hidup yang sulit mereka dapatkan merupakan 

suatu ukuran bahwa mereka belumlah makmur, apalagi dikatakan sejahtera. 

Untuk itulah, pemerintah mencanangkan program dalam meningkatkan 

kesejahteraan mereka. 

Untuk mengatasi permasalah tersebut, maka program pembangunan 

seyognya diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat yang secara 

keberlanjutan dapat menopang kehidupanya yang dapat meningkatkan 

kemampuan, pengetahuan dan skillnya khususnya pada program 

pembangunan pertanian dalam artian luas. Sebagai konsekwensi 

diberlakukannya kebijakan otonomi daerah tersebut , memberikan 

keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan 

pembangunan dalam rangka meningkakan pendapatan dan kesejahteraan 

pekebun guna menanggulangi kemiskinan dengan program kegiatan 

pemberdayaan melalui pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan 

perkebunan besar. Pemberdayaan melalui pembangunan kebun masyarakat 

diharapkan mampu mengembangkan kemandirian daerah sesuai dengan 

keadaan, potensi dan kebutuhan daerah. 

Kebijakan pembangunan dengan system desentralisasi akan 

memberikan dampak yang positif bagi daerah, yang mana akan tetjadi 

peningkatan secara kualitas dan kuantitas pembangunan kebun masyarakat 

guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya yang nantinya akan 
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berdarnpak pula bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalarn Undang

Undang Nornor 32 Tahun 2004 khususnya pasal 27 ayat l(b) rnenyebutkan 

bahwa " dalarn rnelaksanakan tugas dan wewenangnya , kepala daerah 

berkewajiban untuk rneningkatkan kesejahteraan rakyat. Artinya bahwa 

secara ekonorni hal ini rnencegah adanya carnpur tangan pernerintah untuk 

tidak rnengekploitasi terhadap daerah dan daerah lebih leluasa untuk 

rneningkakan pendapatan dan kesejahteraan rnasyarakatnya. Dengan 

kewenangan yang dernikian, diharapkan pernerintah daerah akan sernakin 

rnarnpu untuk rnerurnuskan kebijakan dan pengarnbilan keputusan yang 

lebih strategis dalarn pelaksanaan pernbangunan kebun rnasyarakat. 

Titik berat pernbangunan jangka panjang adalah pernbangunan bidang 

ekonorni dengan sasaran utarna rnencapai keseimbangan antara bidang 

pertanian dengan industri. Untuk rnencapai ini diperlukan kekuatan dan 

kernarnpuan sektor pertanian guna rnenunjang perturnbuhan di sektor 

industri yang kuat dan rnaju. Pernbangunan perekonornian daerah secara 

urn urn dilandasi oleh dua pola urn urn pernbangunan yaitu pola urn urn jangka 

panjang dan pola urnurn jangka pendek (Pelita). Pola urnurn jangka panjang 

rnernuat landasan pernbangunan dengan kebijaksanaan ekonorni yang 

diarahkan kepada dua sektor kunci yaitu sector pertanian dan sektor industri 

dengan rnernperhatikan keterkaitan dengan sector lain. 

Karena pernbangunan daerah sangat ditentukan oleh potensi yang 

dirniliki oleh suatu daerah, rnaka kebijaksanaan pernbangunan khususnya 

pertanian (program pengembangan agribisnis berbasis agropolitan) yang 
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dibuat oleh pemerintah daerah harus mengacu kepada potensi daerah yang 

berpeluang untuk dikembangkan. Sektor pertanian yang berpotensi untuk 

dikembangkan antara lain: 1) tanaman hortikultura; 2) tanaman perkebunan; 

3) usaha perikanan; 4) usaha petemakan. Dengan demikain sektor pertanian 

dalam arti luas harus diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, 

karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor 

pertanian, yang pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi 

pelaku-pelaku agribisnis dan agroindustri di daerah 

Pemerintah dalam pembangunan ekonomi pedesaan telah 

mengembangkan sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan. Arah 

kebijaksanaan sektor perkebunan ini adalah melaksanakan perluasan areal 

perkebunan rakyat dengan menggunakan sistem perkebunan inti rakyat 

(PIR), program kredit koperasi primer untuk anggota (KKP A) serta 

memberikan kesempatan kepada perkebunan swasta untuk mengembangkan 

pola-pola kemitraan lainya untuk membangunkan kebun masyarakat. Sub 

sektor ini dapat menyerap tenaga kerja, menunjang program permukiman 

dan mobilitas penduduk serta meningkatkan produksi dalam negeri maupun 

ekspor nonmigas. 

Perkebunan yang banyak dikembangkan di daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat adalah perkebunan kelapa sawit, karet, dan lada. Untuk 

sektor perkebunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

menetapkan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan daerah. Ada beberapa 

alasan kenapa Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
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mengutamakan kelapa sawit sebagai komoditas utama, antara lain: Pertama, 

dari segi fisik dan lingkungan keadaan daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat memungkinkan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit. 

Kondisi daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang relatif datar 

memudahkan dalam pengelolaan dan dapat menekan biaya produksi; Kedua, 

kondisi tanah yang memungkinkan untuk ditanami kelapa sawit 

menghasilkan produksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain; Ketiga, dari 

segi pemasaran hasil produksi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

mempunyai keuntungan, karena letaknya yang strategis dengan pasar 

intemasional yaitu Singapura; Keempat, Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat merupakan daerah pengembangan Indonesia Bagian Tengah dengan 

dibukanya kerjasama Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS

GT) dan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT), berarti 

terbuka peluang pasar yang lebih menguntungkan; dan kelima, berdasarkan 

hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan 

pendapatan yang lebih tinggi kepada petani dibandingkan dengan jenis 

tanaman pertanian lainnya. Karena alasan di atas maka kelapa sawit di 

daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan tanaman primadona yang 

mendorong masyarakat di luar program PIR-BUN/KKPA maupun pola 

kemitraan lainnya mulai dari masyarakat kalangan bawah sampai 

masyarakat kalangan atas tertarik untuk menanam kelapa sawit secara 

swadaya. 
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5. Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan 

Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang 

mempunyai peran penting bagi subsektor perkebunan. Dengan demikian 

pelaksanaan pembangunan kebun masyarakat khususnya tanaman kelapa 

sawit akan berdampak pada dimensi sosial , ekonomi dan lingkungan. 

Pembangunan kebun masyarakat khususnya komoditi kelapa sawit 

secara berkelanjutan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 

yang sehat dengan mempertimbangkan aspek keuangan, aspek sosial dan 

aspek lingkungan sebagai kunci dari pada konsep pembangunan 

berkelanjutan. Namun demikian hingga kini definisi pembangunan 

berkelanjutan telah banyak diinterpretasikan oleh para ahli dan organisasi 

tertentu sesuai dengan pemahamannya masing-masing. 

Menurut Atkinson, et al (2007) bahwa pembangunan berkelanjutan 

berdefinisi "development that meets the needs of the present generation 

without compromising the ability of future generations to meet their own 

needs " atau pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa 

mengorbankan kemampuan generas1 mendatang untuk memenuhi 

kebutuhan mereka sendiri. Inti dari definisi ini adalah fokus pada buah 

pembangunan bagi generasi masa kini dan masa mendatang. Pendapat ini 

sejalan dengan yang dikemukakan oleh Munasinghe (1993) bahwa 

pembangunan dikatakan berkelanjutan jika memenuhi tiga dimensi, yaitu: 

secara ekonomi dapat efisien serta layak, secara sosial berkeadilan, dan 

secara ekologis lestari (ramah lingkungan). Yang mana makna 
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pembangunan berkelanjutan dari dimensi ekologi memberikan penekanan 

pada pentingnya menjamin dan meneruskan kepada generasi mendatang 

sejumlah kuantitas modal alam (natural capital) yang dapat menyediakan 

suatu hasil keberlanjutan secara ekonomis dan jasa lingkungan termasuk 

keindahan alam. Konsep lain yang masih berkaitan dengan hal tersebut 

adalah konsep pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan (sustainable 

use of resources) yang bermakna bahwa pemanenan, ekstraksi, ataupun 

pemanfaatan sumberdaya tidak boleh melebihi jumlah yang dapat 

diproduksi atau dihasilkan dalam kurun waktu yang sama. 

B. Kerangka Berpikir 

1. Dasar Pemikiran 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan 

pemerintah terkait pemberdayaan petani melalui pola kemitraan 

pembangunan kebun masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi 

Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha 

Perkebunan Berkelanjutan khususnya Pasal 18 yang mengamanatkan 

mewajibkan bagi perusahaan perkebunan besar untuk membangunkan 

kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas kebun 

yang diusahakan dengan batasan waktu paling lambat 2 tahun sejak 

berlakunya Peraturan Daerah ini. Dimana pembangunan kebun masyarakat 

bersamaan dengan pembangunan kebun inti. Hal ini dimaksudkan dalam 

rangka memberikan kesempatan bagi masyarakat di sekitar perkebunan 

besar untuk meningkatkan kesejahteraannya dan terciptanya sinergitas serta 
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harmonisasi antara masyarakat dan perusahaan perkebunan, maka 

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terciptanya kemitraan antara 

masyarakat dengan perusahaan perkebunan dengan dasar saling 

menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling 

memperkuat dan saling ketergantungan. 

Dari hal tersebut diatas kerangka pikir ini berpedoman pada bahwa 

pembangunan kebun masyarakat melalui kemitraan sebagai upaya untuk 

mewujudkan pemberdayaan petani dalam sub sektor perkebunan. 

Sebagaimana diagram kerangka pikir dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

14/41410.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



--1 
I 
I 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2004 tentang Perkebunan 

Permentan Nomor : 
26/Permentan/OT .140/2/2007 tentang 

Pedoman Perizinan U saha Perkebunan 

"l 
KEBIJAKAN 

Perda Prop. Kalteng Nomor 5 Tahun 
2011 tentang Pengelolaan Usaha 

Perkebunan Berkelaniutan (PUPB) 
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Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan terhadap program 
Pemberdayaan Petani melalui Pola Kemitraan Pembangunan Kebun 

Masyarakat oleh Perusahaan Perkebunan Besar belum maksimal 

Menganalisis dan mendeskripsikan 
pelaksanaan Peda Prop. Kalteng No. 5 
Tahun 2011 tentang PUPB terhadap 

program Pemberdayaan Petani melalui 
Pola Kemitraan Pembangunan Kebun 

Masyarakatat 

-----

Sejauhmana Pelaksanaan program Pemberdayaan Petani melalui 
Pola Kemitraan Pembangunan Kebun Masyarakat oleh Perusahaan 

Perkebunan Besar yang beroperasi di Wilayah Kecamatan 
Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat ? 

---------------------------------------------------~ 

Gambar 2.1. Diagram Kerangka Pikir 
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2. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

No. 

1. 
1. 

2. 

Hasil-hasil penelitian terdahulu terhadap evaluasi kebijakan yang 

relevan dan ada hubungan kedekatan dengan penelitian pemberdayaan 

petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat secara 

umum memberikan nilai positif. 

Beberapa hasil penelitian yang relevan dan ada hubungan dengan 

pemberdayaan petani/masyarakat melalui pola kemitraan pembangunan 

kebun masyarakat diluar Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi 

Kalimantan Tengah disajikan dalam bentuk tabel berikut ini: 

Tabel 2.1. Kajian penelitian terdahulu yang re evan 
Nama Peneliti 

danJudul 
Penelitian, 

Tahun 
2. 

Kesi Widjajanti 
(2011). Judul 
Penelitian 
"Model 
Pemberdayaan 
Masyarakat" 

Angga 
Judul 

Dade 
(2006). 
Penelitian 
"Kemitraan 
Pemerintah, 

Tujuan dan Metodologi 

3. 
1.Tujuan penelitian 

menganilisis faktor
faktor yang 
mempengaruhi modal 
sosial, proses 
pemberdayaan 
masyarakat, 
keberdayaan 
masyarakat dan 
merumuskan model 
pemberdayaan 
masyarakat ; 

2. Metode penelitian 
bersifat prediksi dan 
deskriptif kualitatif 

l.Tujuan Penelitian 
Mendeskripsikan 
,menganalisis dan 
menginterprestasikan 
data dan informasikan 

Hasil 

4. 
Hasil penelitian yang 
dilakukan menunjukan 
bahwa terdapat korelasi 
dimana semakin tinggi 
proses pemberdayaan 
akan dapat menciptakan 
keberdayaan masyarakat 
dimana implementasinya 
adalah pemberdayaan 
menginginkan 
pengembangan modal 
manusia, dan akan lebih 
baik lagi j ika 
pemberdayaan didukung 
oleh pengembangan 
kemampuan pelakuk 
pemberdayaan 
Hasil penelitian 
menunjukan 1 ). Jika 
terjadi kerjasama para 
actor non pemerintah dan 
penggabungan antara 
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Masyarakat dan 
swasta dalam 
Pembangunan 
(Suatu Studi 
ten tang Kasus 
Kemitraan 
Sektor 
Kehutanan di 
Kabupaten 
Pasuruan) 

Rachman 
Effendi, Indah 
Bangsawan dan 
Muhammad 
Zahrul M (2007). 
Judul Penelitian 
"Kajian Pola
Pola 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
Sekitar Hutan 
Produksi dala 
Mencegah 
Illegal Logging 
(Study of 
Community 
Empowerment 
Model Around 
the Production 
Forest Areas for 
Preventing 
Illegal Logging) 

ten tang kemitraan 
an tara Pemerintah, 
Warga Masyarakat 
dan Swasta dalam 
pembangunan sektor 
kehutanan di 
Kabupaten Pasuruan. 

2. Metode Penelitian 
dengan kualitatif 
pendekatan studi 
kasus 

1. Tujuan Penelitian 
"Mengkaji pola 
pemberdayaan 
masyarakat sekitar 
hutan alam produksi 
dengan pola PMDH dan 
efektifitasnya dalam 
mencegah illegal 
logging; dan mengkaji 
pola pemberdayaan 
masyarakat sekitar 
hutan alam produksi 
dengan pola kemitraan 
dan efektifitasnya 
dalam mencegah illegal 
logging. 
2. Metode penelitian 
menggunakan 
kuantitatif 
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kapasitas negara dengan 
sumberdaya non 
pemerintah , maka akan 
menghasilkan efektifitas 
pemerintahan local; 2). 
Jika orientasi pilihan 
kebijakan actor hanya 
menekankan pada satu 
bidang sasaran saja, maka 
akan menimbulkan resiko 
berhadapan dengan 
permasalahan di 
masyarakat; 3 ). Jika 
inisiatif solutif muncul 
dari tiap actor maka akan 
tercapai penyelesaian 
solutif dan 4). Jika 
kemitraan dapat berjalan 
secara sinergis dan saling 
mendukung, maka akan 
menghasilkan 
tercapainnya tujuan 
Hasil penelitian 
menunjukan bahwa pola 
pemberdayaan kemitraan 
lebih dapat menekan atau 
mengurang1 pendapatan 
daan penyerapan tenaga 
kerja dari illegal logging 
dibandingkan dengan pola 
PMDH (Pembinaan 
Masyarakat Desa Hutan). 
Hal 1m menjadi bukti 
pemberdayaan masyarakat 
sekitar hutan alam 
produksi pola kemitraan 
efektif dilaksanakan 
dalam rangka mencegah 
illegal logging. 
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C. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini akan diuraikan beberapa hal sebagai berikut : 

I. Kebijakan adalah suatu tindakan yang diambil pemerintah untuk melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu hal dalam rangka mewujudkan tujuan yang 

telah ditetapkan. 

2. Pemberdayaan adalah suatu usaha bekerja bersama dari masyarakat 

sehingga mereka dapat mendefinisikan dan menangani masalah, serta 

terbuka untuk menyatakan kepentingannya sendiri dalam proses 

pengambilan keputusan. 

3. Petani atau pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan 

usaha perkebunan rakyat. 

4. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha besar 

disertai pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan pnns1p 

saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 

5. Pembangunan Kebun Masyarakat adalah suatu usaha yang dilakukan oleh 

perusahan perkebunan untuk memberikan peningkatan kualitas hidup masyarakat 

dalam mengurangi kemiskinan dengan cara membangun kebun masyarakat sebagai 

satu kesatuan sistem budidaya tanaman perkebunan pada satuan luas lahan yang 

memiliki fungsi, nilai serta manfaat ekonomis, ekologi dan sosial. 

6. Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana 

yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi 

pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, 

kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa 

depan. 
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A. Desain Penelitian 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dari permasalahan dan tujuan, maka penelitian evaluasi ini merupakan 

penelitian lapangan dengan pendekatan diskriptif kualitatif. Arikunto 

(2007:234) mengatakan penelitian diskriptif merupakan penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala 

yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian 

dilakukan. Dikatakan pula bahwa penelitian evaluasi ini juga dikenal dengan 

istilah penelitian program. 

Penelitian evaluasi menggunakan pendekatan kualitatif menekankan 

pada pengungkapan makna dan proses merupakan hal yang emosioanal, latar 

alami (natural setting) digunakan sebagai sumber data langsung dan peneliti 

sendiri sebagai instrumen kunci. Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian 

(seseorang, lembaga, masyarakat dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan 

fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1985:65). 

Arikunto (2007:269), mengatakan analisis data yang menggunakan teknik 

deskriptif kualitatif memanfaatkan presentase hanya langkah awal saja dari 

keseluruhan proses analisis. Presentase dinyatakan dalam bilangan sudah jelas 

merupakan ukuran yang bersifat kuantitatif dan perlu dinyatakan dalam sebuah 

predikat yang menunjukan pada pemyataan keadaan, ukuran kualitas. 

27 

14/41410.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



28 

Sehingga bilangan tersebut harus diubah menjadi sebuah predikat dalam kata-

kata "Baik Sekali", "Baik", "Cukup", " Kurang Baik", dan "Tidak Baik". 

Sedangkan Moleong (200 1: 5) mengatakan penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan berperan serta 

(participant observation). Penelitian kualitatif ini merupakan penelitain yang 

menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan 

tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang atau lembaga yang diteliti. 

Dari beberapa pendapat tersebut diatas, maka peneliti memilih 

pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif dikarenakan pendekatan 

kualitatif memiliki sifat : 1 ). Lebih fleksibel; 2). Dapat menyajikan secara 

langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; 3). Lebih peka. 

1. Indikator Penelitian 

Indikator penelitian evaluasi kebijakan yang bersifat kualitatif 

merupakan penelitian empirik, karena penelitian kualitatif ini berkaitan erat 

dengan rumusan masalah. Sebagaimana Meyer dan Greenwood (1984 : 66), 

mengatakan bahwa penelitian kebijakan adalah penelitian empirik yang 

dilakukan untuk memverifikasi proporsi-proporsi mengenai beberapa aspek 

hubungan antara alat, tujuan dan proses kebijakan. Penelitian kebijakan 

publik dapat diartikan sebagai penelitian sosial terapan karena bentuk 

penelitian tersebut memiliki indikator utama yang sama dengan penelitain 

terapan, yakni pemecahan masalah praktis. Sedangkan menurut Wahab 

(200 1: 13 ), mengemukan bahwa kebijakan publik dapat dilihat sebagai 

variabel tergantung dan variable bebas. Jika kebijakan dipandang sebagai 
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variabel tergantung, maka perhatian akan diarahkan pada factor-faktor 

politik dan lingkungan yang diduga mempengaruhi isi kebijakan negara. 

Apabila kebijakan dipandang sebagai variabel bebas, perhatian akan 

diarahkan kepada dampak kebijakan tersebut terhadap sistem politik dan 

lingkungan. 

Menurut Moleong, (2001 :62-63) bahwa indikator penelitian 

kualitatif ini dapat berkembang atau berubah sesuai dengan sifat pendekatan 

kualitatif yang lentur, luwes yang mengikuti pola piker yang empirical 

dimana segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan hasil akhir 

pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenamya 

dilapangan. Dengan adanya kejelasan dan kemampuan indicator ini, maka 

peneliti dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang data mana yang 

akan dikumpulkan/dipakai dan data mana yang tidak dipakai/perlu atau 

bahkan harus dibuang. Dengan indikator ini, dimungkinan seorang peneliti 

tidak akan terjebak oleh melimpahnya sumber/volume data yang diperoleh 

dari lapangan. 

Berdasarkan pada pemikiran tersebut diatas, maka indikator dalam 

penelitian ini menekankan pada : 

Pelaksanaan pemberdayaan petani melalui pola kemitraan 

pembangunan kebun masyarakat yang di1akukan oleh perusahaan 

perkebunan di wilayah Kec. Pangkalan Lada Kab. Ktw. Barat berdasarkan 

Peda Prop. Kalteng No.5 Tahun 2011. 
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini lebih terfokus pada desa-desa sekitar perusahaan 

perkebunan besar yang bergerak pada komoditi kelapa sawit di wilayah 

Kec. Pangkalan Lada Kab. Ktw. Barat. Alasan mengambillokasi penelitian 

tersebut didasarkan atas lokasi tersebut terdapat beberapa perusahaan 

perkebunan besar yang melaksanakan kebijakan terhadap pemberdayaan 

petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat dan ada 

yang belum bisa melakukan kebijakan dimaksud. 

B. Responden 

Dalam penelitian ini subyek yang menjadi responden adalah orang yang 

dapat memberikan jawaban dan pandangannya ten tang situasi dan kondisi serta 

menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data yang 

benar-benar relevan dan kompeten (bertanggungjawab) dengan masalah 

penelitian berupa data keterangan, kata-kata yang bermakna, sehingga data 

yang diperoleh dapat digunakan untuk membangun teori. 

Responden berasal dari PNS Setda Kab. Ktw. Barat (Bagian 

Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Tata Pemerintahan), PNS 

Dinas Perkebunan Kab. Ktw. Barat, PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa Kab. Ktw. Barat, PNS Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Ktw. 

Barat, PNS Kec. Pangkalan Lada , Perangkat De sa I Perangkat BPD I T okoh 

Masyarakat I Petani I Pengurus KUD serta manajemen pada PT. Meta Epsi 

Agro (MEA), PT. Surya Sawit Sejati (SSS) dan PT. Gunung Sejahtera lbu 

Pertiwi (GSIP). 
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Sebagaimana daftar nara sumber sebagai responden dalam penelitian 

ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini . 

Tbl31 J lhN S b P r· b "R a e .. urn a ara urn er ene 1t1an se aga1 d espon en 
No. Populasi Jumlah Ket. 

1. Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan 
4 

SDA, Bagian Tata Pemerintahan) 

2. Dinas Perkebunan 

(Kepala Dinas/Kasi Pengembangan dan 
2 

Investasi/Kasi Tata Guna Lahan dan 

Konservasi) 

3. Badan Pemeberdayaan Masyarakat Des a 
2 

Kabupaten Kotawaringin Barat 

4. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 
1 

Kotawaringin Barat 

3. Kecamatan Pangkalan Lada 
3 

(Camat/Kasi Pemerintahan/Kasi PMD) 

4. Desa-Desa di Wil Kec. Pangakalan Lada 

Pangkalan Tiga, Pangkalan Dewa, Pandu 

Senjaya, Makarti Jaya, Kadipi Atas, Pangkalan 

Durin, Lada Mandala Jaya, Sungai Melawen 
45 

dan Sungai Rangit Jaya. (Kades /Ketua 

BPD/Pengurus KUD/Tokoh Masyarakat/Petani 

kemitraan) untuk masing-masing Desa 5 orang 

responden 

5. Manajemen PT. MEA, PT. GSIP dan PT. SSS : 

GM/ ADM/Pimpinan/Bag. Legal/Lingk. untuk 6 

masing-masing perusahaan 2 orang responden) 

JUMLAH TOTAL 63 
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C. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini instrumen atau alat yang digunakan adalah berupa 

pertanyaan yang telah disusun berdasarkan indikator. Dimana instrumen 

penelitian kualitatif adalah manusia (responden dan peneliti). Dalam penelitian 

ini peneliti sendiri juga befungsi sebagai instrumen yang secara langsung hadir 

ke dalam penelitian untuk mencatat data dan atau informasi dari lapangan. 

Untuk pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpul 

data berupa : 

1. Kuesioner (pertanyaan), yaitu pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun 

berdasarkan indikator yang telah ditetapkan agar pertanyaan-pertanyaan 

tersebut tetap terarah pada permasalahan yang ada. 

2. Catatan lapangan/pengumpulan data , yaitu catatan atau data-data yang 

terkumpul dari lapangan untuk mendukung penelitian ini. 

D. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur dan proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan 

teknik kuesioner dan atau dokumentasi. Responden diberikan pertanyaan untuk 

dapat memberikan jawaban yang responden anggap paling sesuai, sedangkan 

studi dokumentasi sebagai data pendukung. Dengan menggunakan dua teknik 

ini diasumsikan sudah memungkinkan untuk memperoleh informasi dan data 

secara memadahi. Sedangkan alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa pertanyaan/kuesioner, catatan lapangan, kamera serta alat lain yang 

dianggap perlu. Peneliti sendiri sebagai instrument utama yang terjun langsung 
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ke lapangan untuk mengumpulkan data dari seorang responden dengan teknik 

sebagai berikut : 

1. Kuesioner (angket) 

Memberikan pertanyaan kepada responden merupakan cara yang 

utama dalam proses penumpulan data. Dimana kuesioner ini merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab sebagai bahan memperoleh informasi tentang sejauhmana 

pelaksanaan program pemberdayaan petani melalui pola kemitraan 

pembangunan kebun masyarakat minimal seluas 20% dari luas lahan yang 

diusahakan oleh perusahaan perkebunan swasta. 

Kuesioner ini diberikan kepada PNS, Perangkat Desa/perangkat 

BPD/tokoh masyarakat/pengurus KUD/Petani plasma dan Manajemen 

perusahaan perkebunan besar yang berhubungan secara langsung dengan 

permasalahan penelitian ini kepada : 

a. Setda Kab. Kotawaringin Barat pada Bagian Perekonomian dan SDA; 

b. Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat; 

c. Kecamatan Pangkalan Lada; 

d. Desa-Desa di Wilayah Kec. Pangakalan Lada: Pangkalan Tiga, 

Pangkalan Dewa, Pandu Senjaya, Makarti Jaya, Kadipi Atas, Pangkalan 

Durin, Lada Mandala Jaya, Sungai Melawen dan Sungai Rangit Jaya 

e. Manajemen PT. MEA, PT. GSIP dan PT. SSS 
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2. Studi Dokumentasi 

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Dimana studi 

dokumentasi ini diperlukan untuk melengkapi data primer dan sebagai data 

pendukung berupa data-data ( dokumen dan atau arsip ). Dokumentasi dan 

arsip ini terkait masalah peraturan perundang-undangan tentang perkebunan 

khususnya pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan 

kebun masyarakat (UU Nomor 18 tahun 2004, Permentan Nomor 

26/Permentan/OT.140/2/2007 tahun 2007 dan Perda Prop. Kalteng No. 5 

Tahun 2011) 

E. Metode Analisis Data 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

diskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2007: 104) Penelitian diskriptif 

kualitatif digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, jika ditetapkan secara 

spesifik, maka dapat merupakan indikator data yang terukur. Komponen yang 

terukur ini kemudian dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun bagian 

instrument yang diajukan serta meminta kepada responden memberikan 

jawaban atas pertanyaan sebagai penjabaran dari indikator dengan menunjukan 

apakah baik sekali, baik, cukup, kurang baik dan tidak baik. 

Penelitian evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan dalam 

rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan 

nilai-nilai positif, keuntungan suatu program , proses dan teknik yang 

digunakan untuk melakukan penilaian. 
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Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data pada obyek penelitian yang ada relefansinya dengan 

rumusanya masalah dan tujuan penelitian. 

2. Reduksi/Pengolahan Data 

Dimana pada tahap ini data yang diperoleh dilapangan diolah dan 

dituangkan dalam bentuk uraian/laporan yang terinci dan lengkap. Dalam 

kegiatan ini merupakan suatu bentuk analisis sebagai dasar untuk menarik 

kesimpulan. 

3 Penyajian Data 

Penyajian data ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi peneliti dalam 

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari 

penelitian ini. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan 

data dalam bentuk kaulitatif. 

4. Penarikan kesimpulan 

Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan dilakukan secara terus 

menerus sepanjang proses penelitian. Dimana dalam penarikan kesimpulan 

ini dilakukan untuk memahami dan mendapatkan suatu gambaran dan 

pengertian yang mendalam dan terinci mengenai suatu masalah sehingga 

akan melahirkan suatu kesimpulan yang induktif. 
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Setiap kegiatan pengumpulan data secara sistematis dimaksudkan untuk 

mengembangkan kerangka berpikir dan membantu para pengambil keputusan 

dalam usaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan (Arikunto, 

2007:222). Untuk keperluan analisis ini, peneliti memperhatikan dan 

mengambil 5 skor untuk jawaban setiap item yang dapat berupa kata-kata atas 

pertanyaan dengan j a waban : 

Baik Sekali (BS) diberi skor 4; 

Baik (B) diberi skor 3; 

Cukup (C) diberi skor 2; 

Kurang Baik (KB) diberi skor 1; 

dan jawaban Tidak Baik (TB) diberi skor 0. 

Apabila jawaban yang mendominasi pelaksanaan pemberdayaan 

petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat yang dilakukan 

oleh perusahaan perkebunan besar kelapa sawit di Kec. Pangkalan Lada Kab. 

Ktw. Barat berdasarkan Perda Prop. Kalteng No. 5 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan telah menunjukan dengan 

kategori nilai prosentase sebesar : 

81 % - 100 % pelaksanaannya Baik Sekali (BS); 

61 % - 80% pelaksanaanya Baik (B); 

41% - 60% pelaksanaannya Cukup (C); 

21%-40% Kurang Baik (KB); dan 

0 %- 20 % pelaksaaannya Tidak Baik (TB). 
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Jika hasil analisis menunjukan kategori Baik Sekali (BS) hal ini berarti 

program pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun 

masyarakat sangat bermanfaat bagi petani disekitar kebun; bila Baik (B) maka 

program ini perlu di tingkatkan baik dari segi pemantauan maupun 

implementasi peraturan pendukungan lainnya; bila Cukup (C) maka program 

ini dirasa belum berjalan dan perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan 

terhadap elemen penghambat yang lebih mendalam; bila Kurang Baik (KB) 

program ini berarti perlu dilakukan evaluasi terhadap keseluruhan elemen atau 

unsur-unsur terkait sebagai penghambat pelaksanaan program pemberdayaan 

petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat; dan Tidak 

Baik ( TB ) maka program pemberdayaan petani melalui pola kemitraan 

pembangunan kebun masyarakat berarti di tolak oleh petani atau tidak berhasil. 
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A.SIMPULAN 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan bah empat tersebut 

diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Pembangunan perkebunan masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan 

Pangkalan Lada merupakan tanggungjawab bersama antar semua pemangku 

kepentingan, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kondisi sosial, 

ekonomi dan lingkungannya. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang kuat, 

partisipasi aktif serta ketulusan dari semua pihak. Pada tahun 2011 terdapat seluas 

15.674 ha usaha budidaya tanaman perkebunan rakyat dan yang ditanami kelapa 

sawit seluas 12.957 dari luas Luas Wilayah Kecamatan Pangkalan Lada 22.900 Ha. 

2. Bahwa pelaksananan Kebijakan Pemerintah terkait pemberdayaan petani 

melalui pola kemitraan pembangunan kebun untuk masyarakat minimal 

seluas 20 % dari luas areal yang diusahakan yang dilakukan oleh perusahaan 

perkebunan kelapa sawit sudah termasuk dalam kategori Cukup (C). Hal ini 

berarti bahwa program Pemberdayaan Petani melalui Pola Kemitraan 

Pembangunan Kebun Masyarakat (Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan 

berdasarkan Perda Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan di Kecamatan 

Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat), dirasa belum berjalan 

111 
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dan perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan terhadap elemen penghambat 

yang lebih mendalam oleh perusahaan perkebunan. Terbukti bahwa 

perusahaan PT. MEA telah membangun kebun dengan pola inti-plasma 

seluas 7.700 Ha (3.850 KK) dan tanpa ada kebun inti atau 7.700 %; PT. 

GSIP telah membangun kebun untuk masyarakat dengan menggunakan 

program IGA seluas 676 Ha (255 KK) dengan luas HGU 6.979 Ha atau 

9,7 % ; sedangkan untuk PT. SSS telah membangunkan kebun untuk 

masyarakat dengan pola kemitraan seluas 189 Ha (95 KK) dengan luas 

HGU 2.650 Ha atau 7,1 %. 

3. Pemberdayaan petani/pekebun yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan 

kelapa sawit memberikan suatu gambaran yang Cukup (C), oleh karena itu 

dirasa belum berjalan dan perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan 

terhadap elemen penghambat yang lebih mendalam oleh perusahaan 

perkebunan dan perlu di tingkatkan agar terjadi kelanggengan dalam 

berusaha. Sebagaimana pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 

tentang perkebunan mengamanatkan bahwa pemberdayaan petani/pekebun 

dimaksudkan untuk mebangun sinergis antara pelaku usaha dengan 

masyarakat sekitar kebun. 

4. Pola kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit 

memberikan suatu kategori yang Cukup (C), oleh karena itu dirasa belum 

berjalan dan perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan terhadap elemen 

penghambat yang lebih mendalam oleh perusahaan perkebunan dan perlu di 

tingkatkan agar terjadi kelanggengan dalam berusaha. Sebagaimana Perda 
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Prop. Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha 

Perkebunan Berkelanjutan mengatakan bahwa kemitraan usaha yang 

dilakukan oleh perusahaan perkebunan terhadap masyarakat sekitar melalui 

pola a). penyediaan sarana produksi; b). keijasama produksi; c). pengolahan 

dan pemasaran; d). transportasi; e). keijasama operasional; f). kepemilikan 

saham; dan g). keijasama penyediaanjasa pendukung lainnya. 

5. Pendapatan petani/masyarakat sekitar kebun setelah adanya perusahaan 

perkebunan memberikan respon yang Sangat Baik (SB). Ini berarti bahwa 

setelah adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di 

wilayah Kecamatan Pangkalan Lada secara umum pada tingkatan 

pendapatan masyarakat adalah baik sekali. Dimana rata-rata pendapatan 

masyarakat setelah adanya pembangunan kebun meningkat menjadi sebesar 

Rp. 2.000.001,- s/d Rp. 2.500.000,- per bulan. PDRB tanaman perkebunan 

penyumbang terbesar berturut-turut mulai dari tahun 2009 s.d. 2011 sebesar 

Rp. 1.482.083.350.000,- atau 82,15 % dari PDRB sektor Pertanian; 

1.603.231.850.000,- atau 82,64 % dari PDRB sektor Pertanian dan 

Rp. 1.819.228.730.000,- atau 83,33 % dari PDRB sektor Pertanian. 

Sedangkan PRDB sub sektor perkebunan bila dibandingkan dengan PDRB 

Kabupaten Kotawaringin Barat secara berturut-turut mulai dari tahun 2009 

s.d. 2011 memberikan kontribusi sebanyak 36,48 % 35,55 % dan 

35,47 %. Hal ini menunjukan bahwa PDRB sub sektor perkebunan 

memberikan nilai kontribusi terhadap pemberdayaan petani untuk 

peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya. Sedangkan PDRB perkapita 
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atas dasar harga berlaku mulai dari tahun 2009 s.d. 2011 adalah sebesar 

Rp. 17.9.937.420,53 ; Rp. 19.072,710,11 dan Rp. 21.393.508,97. Atau 

dengan kata lain pada tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 6,33 % dan 

tahun 2011 sebesar 12,17%. 

6. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat pelaksanaan pemberdayaan 

petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat di Kec. 

Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat. 

6.1. Faktor Penghambat adalah sebagai berikut: 

a. Belum adanya peraturan pelaksanaan untuk mengimplementasikan 

kebijakan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan 

Daerah Propinsi Kalimantan Nomor 5 Tahun 2011. 

b. Perusahaan Perkebunan yang berada di wilayah Kecamatan 

Pangkalan Lada memiliki perijinan usaha perkebunan sebelum 

terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 dan 

Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Nomor 5 Tahun 2011. 

c. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan 

Tengah yang belum ditetapkan oleh pemerintah sehingga tidak 

jelas keberadaannya, dan 1m menghambat pelaksanaan 

pembangunan kebun. 

d. Belum adanya kesamaan pemahaman terhadap kebijakan Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah 

Propinsi Kalimantan Nomor 5 Tahun 2011. Hal ini mengakibatkan 
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pemahaman yang berbeda dan multi tafsir baik: dari sisi pemerintah, 

perusahaan maupun masyarakat. 

e. Perusahaan bersifat pasif terhadap implementasi kebijakan 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan 

Daerah Propinsi Kalimantan Nomor 5 Tahun 2011 khususnya 

kewajiban membangunan kebun masyarakat seluas 20 % dari luas 

lahan yang diusahakan dengan alasan tidak memiliki alokasi lahan 

untuk kebun plasma atau kemitraan. 

6.2. Faktor Pendorong adalah sebagai berikut: 

a. Adanya kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 

2007 dan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Nomor 5 Tahun 

2011 yang mewajibkan bagi perusahaan perkebunan untuk 

membangun kebun masyarakat paling rendah seluas 20 % dari luas 

lahan yang diusahakan. 

b. Semakin terbukanya akses informasi yang diterima oleh 

masyarakat bahwa perusahaan perkebunan memiliki kewajiban 

untuk membangun kebun masyarakat paling rendah seluas 20 % 

dari luas lahan yang diusahakan. Namun demikian bahwa lahan 

untuk pembangunan kebun masyarakat dapat berasal dari lahan 

masyarakat sendiri, atau lahan lain yang jelas status 

kepemilikannya. Oleh karena keterbatasan permodalan banyak 

masyarakat yang menyerahkan lahannya kepada perusahaan 

perkebunan untuk dibangunkan kebun dengan pola kemitraan yang 
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saling menguntungkan. saling menghargai. saling bertanggung 

jawab. saling memperkuat dan saling ketergantungan. 

7. Upaya-upaya dalam melaksanakan program Pemberdayaan Petani 

melalui Pola Kemitraan Pembangunan Kebun Masyarakat melalui 

pembinaan. penyuluhan serta kerjasama kemitraan usaha perkebunan 

dapat berupa kerja sama penyediaan sarana produksi. kerja sama 

produksi. pengelolaan dan pemasaran. transportasi. kerja sama 

operasional dan jasa pendukung lainnya. 

B. SARAN 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan bah empat tersebut 

diatas. maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan ljin Usaha Perkebunan 

(IUP) sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 

2007. Program pembangunan kebun untuk masyarakat minimal 20 % dari 

total luas lahan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan harus dan 

wajib dilaksanakan baik melalui pola Plasma maupun kemitraan usaha. 

2. Bagi Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan 

(IUP) setelah berlakunya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 

2007 atau Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 

2011 . Program pembangunan kebun untuk masyarakat minimal 20 % dari 

total luas lahan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan harus dan 

wajib dimasuk dan tercantum pada butir keputusan dalam pemberian ijin 

lokasi maupun Ijin Usaha Perkebunan (IUP). 
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3. Agar teijadi kepastian hukum dalam pembangunan perkebunan dan berusaha 

di bidang perkebunan, maka diperlukan sesegera mungkin pengesahan dan 

penetapan kawasan atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) 

Kalimantan Tengah oleh Pemerintah. 

4. Diperlukan segara payung hukum dalam bentuk Peraturan 

Gubemur/Peraturan Bupati!W alikota atau peraturan lainnya dalam bentuk 

aturan pelaksanaan pembangunan kebun untuk masyarakat yang mengacu 

pada peraturan daerah demi tercapainya program pembangunan kebun 

masyarakat minimal seluas 20 % dari luas areal yang diusahakan. 
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Lampiran 1 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS TERBUKA 

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Palangkaraya 
Jl. G. Obos No. 177 Km 3,5 Palangkaraya 73112 

Telepon: 0536-3221084, 3306440, Faksimile: 0536-3221086 
UNIVERSITAS TERBUKA Laman : ut-palangkaraya@ut.ac.id 

Nomor 
Lamp iran 
Perihal 

: Lepas 
: 1 ( satu) berkas 

Permohonan Kesediaan 
Menjadi Responden dan 
Pengisian Kuesioner 

Dengan Hormat, 

K epada 

Yth ............................................. . 

di 
Tempat 

Saya orang mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka yang 

sedang melaksanakan penelitian mengenai "PEMBERDAYAAN PETANI 

MELALUI POLA KEMITRAAN PEMBANGUNAN KEBUN 

MASY ARAKA T (Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Berdasarkan Peraturan 

Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Usaha Perkebunan Berkelanjutan Di Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat) 

dalam rangka menyelesaikan Togas Akhir Mahasiswa di Universitas Terbuka. 

Penelitian ini bertujuan Menganalisis dan mendiskripsikan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan terhadap program Pemberdayaan Petani 

melalui Pola Kemitraan Pembangunan Kebun Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Lada 

Kabupaten Kotawaringin Barat . 

Manfaat dari penelitiani ini adalah memberikan masukan kepada pemerintah 

daerah khususnya dalam menilai pelaksanaan program pemberdayaan petani melalui pola 

kemitraan pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan perkebunan besar di 

Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawatingin Barate dan sebagai bahan untuk 

menambah khasanah pengetahuan dalam upaya pemberdayaan petani melalui pola 
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kemitraan pembangunan kebun masyarakat dan bahan perbandingan penelitian sejenis 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

Oleh Karena itu, saya memohon kepada Bapak/Ibu/Saudarall kiranya bersedia 

meluangkan sedikit waktu untuk mengisi kuesioner berikut ini. Jawaban yang telah 

Bapak:/lbu/Saudara/1 berikan , akan dijamin kerahasiaanya berdasarkan kode etik 

penelitian. Kuesioner ini hanya dipergunakan untuk keperluan penelitian semata tanpa 

kepentingan apapun serta tidak ada jawaban yang benar ataupun salah. 

Demikian disampaikan atas kesediaan, waktu dan kerjasamanya yang telah 

diluangkan saya ucapkan banyak terima kasih. 

Pangkalan Bun, Maret 2013 

Pen e I it i, 

f\N 
SUTOWO 
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PROGRAM PASCA SARJANA 
UNIVERSITAS TERBUKA 
UPBJJ PALANGKA RAYA 

KUESIONER 

Lampiran2 

PEMBERDA Y AAN PET ANI MELALID POLA 
KEMITRAAN PEMBANGUNAN KEBUN MASY ARAKA T 

(Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi 
Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan 

Berkelanjutan Di Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat) 

Nama Responden 

Instansi/Lembaga/Organisasi Responden 

Jabatan Responden 

Alamat Responden 

Tanggal Pengisian 

Tanda Tangan 
Responden 

( ...... .... .... .... .. ... .... ..... .. .. .. ) 
Nama Terang 
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Bagian Pertama (Perangkat Desa/Perangkat BPD/Pengurus KUDffokoh 
Masyarakat/Petani/Pekebun) 

Beri tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang anda anggap paling sesuai dan 
jawablah pertanyaan pada No. 9 - 11 berik:ut ini. 

1. Jenis Kelamin: 
a. Pria 

2. Usia Saat ini: 
a. 21 - 30 Tahun 
c. 41 - 50 Tahun 

3. Pendidikan terakhir : 
a. Tidak sekolah 
c. SLTP 
e. Perguruan Tinggi 

b. Wanita 

b. 31 - 40 Tahun 
d. 51 T ahun ke atas 

b.SD 
d. SLTA 

4. Penghasilan per bulan sebelum adanya pembangunan kebun masyarakat : 
a. Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,-
b. Rp. 1.500.001,- s/d Rp. 2.000.000,-
c. Rp. 2.000.001,- s/d Rp. 2.500.000,-
d. Rp. 2.500.001,- s/d Rp. 3.000.000,-
e. Lebih dari Rp. 3.000.001 (Rp. , ........... . ..... hila berkenan mohon diisi) 

5. Penghasilan per bulan setelah adanya pembangunan kebun masyarakat : 
a. Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,-
b. Rp. 1.500.001,- s/d Rp. 2.000.000,-
c. Rp. 2.000.001,- s/d Rp. 2.500.000,-
d. Rp. 2.500.001,- s/d Rp. 3.000.000,-
e. Lebih dari Rp. 3.000.001 (Rp. , ................. hila berkenan mohon diisi) 

6. Berapa orang jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan Bapakllbu/Saudara/I 
per bulan: 
a. Tidak ada 
c. 3-4 orang 

7. Berapa Pengeluaran per bulan : 
a. Kurang dari Rp. 1.000.000,-

b. 1-2 orang 
d. Lebih dari 5 

b. Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,-
c. Rp. 1.500.001,- s/d Rp. 2.000.000,-
d. Rp. 2.000.001,- s/d Rp. 2.500.000,-
e. Rp. 2.500.001,- s/d Rp. 3.000.000,-
f. Lebih dari Rp. 3.000.001 ( Rp ....................... Bila berkenan mohon diisi) 

8. Berapa luas lahan yang diusahakan untuk budidaya komoditi perkebunan program 
pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat ? 
a. Kurang dari 2,0 Ha b. 2,1 Ha s/d 4,0 Ha 
c. 4,1 Ha s/d 6,0 Ha d. Lebih dari 6,0 Ha 
e. Tidak ada ( Alasannya apa ........................................................... . 
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9. Program pemberdayaan petani apa saja yang saudara ketahui dilakukan oleh 
perusahaan perkebunan besar yang beroperasi di sekitar desa saudara (Nama 
perusahaan PT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 

10. Pola Kemitraan apa saja yang saudara ketahui dilakukan oleh perusahaan 
perkebunan besar PT ....................... yang beroperasi di sekitar desa saudara ? 

11. Apakah perusahaan perkebunan besar PT. ,,,,,,,,,,,,,,,, yang beroperasi di 
sekitar desa saudara telah melaksanakan pembangunan kebun untuk masyarakat 
seluas minimal 20 % ? Bila Jawaban Ya (berhenti) dan bila jawaban Tidak 
(Alasannya apa) ............................................................................... . 

12. Menurut Pendapat saudara upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan dalam 
pelaksanaan pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun 
masyarakat ? 
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Bagian Pertama (lnstansi Pemerintah) 
1. Program pemberdayaan petani apa saja yang saudara ketahui yang dilakukan oleh 

perusahaan perkebunan besar ? 
a. PT. MEA ................................................................................. . 

b. PT. GSIP ................................................................................. . 

c. PT. Surya Sawit Sejati .................................................................. . 

2. Pola Kemitraan apa saja yang saudara ketahui dilakukan oleh perusahaan 
perkebunan besar ? 
a. PT. MEA ................................................................................. . 

b. PT. GSIP ................................................................................. . 

c. PT. Surya Sa wit Sejati .................................................................. . 

3. Apakah menurut saudara perusahaan perkebunan besar telah melaksanakan 
pembangunan kebun untuk masyarakat seluas minimal 20 % dari luas areal yang 
diusahakan? Bila jawaban Ya (berhenti) dan hila jawaban Tidak (Alasannya apa) 
a. PT. MEA ................................................................................. . 

b. PT. GSIP ................................................................................. . 

c. PT. Surya Sawit Sejati. ................................................................. . 

4. Menurut pendapat saudara faktor-faktor (Internal dan ekstemal) apa saja yang 
menjadi penghambat dan Pendorong pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait 
pembangunan kebun untuk masyarakat seluas minimal 20 % dari luas areal yang 
diusahakan? 

5. Menurut Pendapat saudara upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan dalam 
pelaksanaan pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun 
masyarakat ? 
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Bagian Pertama (Perusahaan Perkebunan Besar) 

1. Program pemberdayaan petani apa saja yang dilakukan oleh perusahaan saudara 
selama ini? 

2. Keijasama kemitraan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan saudara dengan 
petani/masyarakat sekitar kebun selama ini ? 

3. Apakah perusahaan saudara telah melaksanakan pembangunan kebun untuk 
masyarakat seluas minimal 20 % ? 
Ya (berhenti). Tidak (Alasannya apa) 

4. Menurut pendapat saudara faktor-faktor (Internal dan ekstemal) apa saja yang 
menjadi penghambat dan Pendorong pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait 
pembangunan kebun untuk masyarakat seluas minimal 20 % dari luas areal yang 
diusahakan? 

5. Menurut Pendapat saudara upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan dalam 
pelaksanaan pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun 
masyarakat ? 
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Bagian Kedua Pemberdayaan Petani 

Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang anda anggap paling sesuai. 

No. PERTANYAAN SBakikl. Baik Cukup KBuranikg 
e a1 a 

1. Bagaimana pelaksanaan 
kebijakan Pemerintah terkait 
pemberdayaan petani melalui 
pola kemitraan pembangunan 
kebun untuk masyarakat oleh 
perusahaan perkebunan yang 
beroperasional di wilayah 
Kecamatan Pangkalan Lada 
seluas minimal 20 % dari luas 
areal yang diusahakan? 

2. Bagaimana Pemberdayaan petani 
melalui pengembangan usaha 
yang dilakukan oleh perusahaan 
perkebunan yang beroperasional 
di wilayah Kecamatan Pangkalan 
Lada dalam pembangunan kebun 
masyarakat sebagai tanggung 
jawab sosial perusahaan? 

3. Bagaimana Pendapatan petani 
/masyarakat sekitar perusahaan 
perkebunan yang beroperasional 
di wilayah Kecamatan Pangkalan 
Lada sebelum adanya perusahaan 
perkebunan ? 

4. Bagaimana Pendapatan petani/ 
masyarakat sekitar perusahaan 
perkebunan yang beroperasional 
di wilayah Kecamatan Pangkalan 
Lada setelah adanya perusahaan 
perkebunan ? 

5. Bagaimana pendapatan petani 
/masyarakat sekitar perusahaan 
perkebunan yang beroperasional 
di wilayah Kecamatan Pangkalan 
Lada sebelum adanya program 
pemberdayaan petani yang 
dilakukan oleh perusahaan 
saudara dapat meningkatkan 
kesejahteraan keluarganya? 

4 

4 

4 

4 

4 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

Tidak 
Baik 

0 

0 

0 

0 

0 
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6. Bagaimana pendapatan petani 
/masyarakat sekitar perusahaan 
perkebunan yang beroperasional 
di wilayah Kecamatan Pangkalan 
Lad a setelah adanya program 4 3 2 1 0 
pemberdayaan petani yang 
dilakukan oleh perusahaan 
saudara dapat meningkatkan 
kesejahteraan keluarganya ? 
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Bagian Ketiga Kemitraan 

Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang anda anggap paling sesuai. 

No. PERTANYAAN 
Baik 

Baik Cukup 
Kurang Tidak 

Sekali Baik Baik 
1. Bagaimana pelaksanaan 

kerjasama kemitraan yang 
dilakukan oleh perusahaan 
perkebunan yang beroperasional 4 3 2 1 0 
di wilayah Kec. Pangkalan Lada 
dengan petani I masyarakat 
sekitar? 

2. Apakah kerjasama kemitraan 
yang dilakukan oleh perusahaan 
perkebunan yang beroperasional 
di wilayah Kec. Pangkalan Lada 4 3 2 1 0 
dengan petani/masyarakat sekitar 
dapat meningkatkan pendapatan 
dan kesejahteraannya ? 

3. Bagaimana kerjasama kemitraan 
yang dilakukan oleh perusahaan 
perkebunan yang beroperasional 
di wilayah Kecamatan Pangkalan 
Lada dengan petani/ masyarakat 
sekitar selain pembangunan 

4 3 2 1 0 kebun untuk masyarakat 
merupakan tanggung jawab sosial 
perusahaan (Pembelian TBS, 
Angkutan, Tenaga Kerja, Bantuan 
so sial, Kepemudaan dan olah 
raga, dll)? 
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Bagian Keempat Pelaksanaan Pembangunan Kebun Masyarakat 

Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang anda anggap paling sesuai. 

No. PERNYATAAN 
Baik 

Baik Cukup 
Kurang Tidak 

Sekali Baik Baik 
1. Bagaimana Pelakasanaan 

Sosialisasi Peraturan Daerah 
Prop. Kalimantan Tengah Nomor 
5 Tahun 2011 ten tang 
Pengelolaan Usaha Perkebunan 
Berkelanjutan ,terkait 

4 3 2 1 0 pembangunan kebun masyarakat 
oleh perusahaan perkebunan yang 
beroperasional di wilayah 
Kecamatan Pangkalan Lada 
kepada petani/ masyarakat sekitar 
kebun? 

2. Bagaimana Koordinasi dan 
konsolidasi perusahaan 
perkebunan yang beroperasional 

4 3 2 1 0 di wilayah Kecamatan Pangkalan 
Lad a terkait dengan 
pembangunan kebun masyarakat? 

3. Bagaimana keterbukaan 
pembiayaan pembangunan kebun 
untuk masyarakat oleh 
perusahaan perkebunan yang 

4 3 2 1 0 
beroperasional di wilayah 
Kecamatan Pangkalan Lad a 
(kredit perbankan I dana murni 
perusahaan) ? 

4. Bagaimana keterbukaan 
pelaksanaan pengelolaan 
pembangunan kebun untuk 

4 3 2 1 0 masyarakat oleh perusahaan 
perkebunan yang beroperasional 
di wilayah Kec. Pangkalan Lada ? 

5 Bagaimana pengelolaan usaha 
perkebunan berkelanjutan yang 
dilaksanakan oleh perusahaan 
perkebunan di wilayah Kec. 

4 3 2 1 0 Pangkalan Lad a dari 
.. 

SISI 

ekonomi, so sial - budaya, 
keamanan masyarakat, 
lingkungan dan earifan local ? 
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PROGRAM PASCA SARJANA 
UNIVERSITAS TERBUKA 
UPBJJ PALANGKA RAYA 

Lampiran 3. 

SCORING RESPONDEN TERHADAP KUESIONER 
SEBAGAI BAHAN ANALISIS 

PEMBERDAYAAN PET ANI MELALUI POLA 
KEMITRAAN PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT 

(Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi 
Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan 

Berkelanjutan Di Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat) 

Pemberdayaan Petani 

No. PERTANYAAN 
2: Jawaban Responden 

2: 4 3 2 1 0 
1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan 

Pemerintah terkait pemberdayaan 
petani melalui pola kemitraan 
pembangunan kebun untuk 
masyarakat oleh perusahaan 2 34 22 5 0 63 
perkebunan yang beroperasional 
di wilayah Kecamatan Pangkalan 
Lada seluas minimal 20 % dari 
luas areal yang diusahakan? 

2. Bagaimana Pemberdayaan petani 
melalui pengembangan usaha 
yang dilakukan oleh perusahaan 
perkebunan yang beroperasional 

5 28 22 8 0 63 
di wilayah Kecamatan Pangkalan 
Lada dalam pembangunan kebun 
masyarakat sebagai tanggung 
jawab sosial perusahaan? 

Ket. 
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3. Bagaimana Pendapatan petani 
/masyarak:at sekitar perusahaan 
perkebunan yang beroperasional 

0 1 22 40 0 63 
di wilayah Kecamatan Pangkalan 
Lada sebelum adanya perusahaan 
perkebunan ? 

4. Bagaimana Pendapatan petani/ 
masyarak:at sekitar perusahaan 
perkebunan yang beroperasional 

4 51 7 1 0 63 di wilayah Kecamatan Pangkalan 
Lada setelah adanya perusahaan 
perkebunan? 

5. Bagaimana pendapatan petani 
/masyarak:at sekitar perusahaan 
perkebunan yang beroperasional 
di wilayah Kecamatan Pangkalan 
Lada sebelum adanya program 0 0 32 31 0 63 
pemberdayaan petani yang 
dilakukan oleh perusahaan 
saudara dapat meningkatkan 
kesejahteraan keluarganya ? 

6. Bagaimana pendapatan petani 
/masyarak:at sekitar perusahaan 
perkebunan yang beroperasional 
di wilayah Kecamatan Pangkalan 
Lada setelah adanya program 8 43 12 0 0 63 
pemberdayaan petani yang 
dilakukan oleh perusahaan 
saudara dapat meningkatkan 
kesejahteraan keluarganya? 
Jumlah(I) 19 157 117 85 0 378 
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Kemitraan 

No. PERTANYAAN 
) Jawaban Responden 

I Ket. 
4 3 2 1 0 

1. Bagaimana pelaksanaan 
kerjasama kemitraan yang 
dilakukan oleh perusahaan 
perkebunan yang beroperasional 3 35 19 6 0 63 
di wilayah Kec. Pangkalan Lada 
dengan petani I masyarakat 
sekitar? 

2. Apakah kerjasama kemitraan 
yang dilakukan oleh perusahaan 
perkebunan yang beroperasional 
di wilayah Kec. Pangkalan Lada 4 40 14 5 0 63 
dengan petani/masyarakat sekitar 
dapat meningkatkan pendapatan 
dan kesejahteraannya ? 

3. Bagaimana kerjasama kemitraan 
yang dilakukan oleh perusahaan 
perkebunan yang beroperasional 
di wilayah Kecamatan Pangkalan 
Lada dengan petani/ masyarakat 
sekitar selain pembangunan kebun 5 30 23 5 0 63 
untuk masyarakat merupakan 
tanggung jawab sosial perusahaan 
(Pembelian TBS, Angkutan, 
Tenaga Kerja, Bantuan so sial, 
Kepemudaan dan olah raga, dll)? 
Jumlah(I) 12 105 56 16 0 189 
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Pelaksanaan Pembangunan Kebun Masyarakat 

No. PERNYATAAN 
~ Jawaban Responden 

I Ket. 4 3 2 1 0 
1. Bagaimana Pelakasanaan 

Sosialisasi Peraturan Daerah 
Prop. Kalimantan Tengah 
Nomor 5 Tahun 2011 ten tang 
Pengelolaan Usaha Perkebunan 
Berkelanjutan ,terkait 

1 20 39 3 0 63 
pembangunan kebun masyarakat 
oleh perusahaan perkebunan 
yang beroperasional di wilayah 
Kecamatan Pangkalan Lada 
kepada petani/ masyarakat 
sekitar kebun ? 

2. Bagaimana Koordinasi dan 
konsolidasi perusahaan 
perkebunan yang beroperasional 
di wilayah Kecamatan 1 30 30 2 0 63 
Pangkalan Lada terkait dengan 
pembangunan kebun 
masyarakat? 

3. Bagaimana keterbukaan 
pembiayaan pembangunan 
kebun untuk masyarakat oleh 
perusahaan perkebunan yang 

3 17 36 7 0 63 
beroperasional di wilayah 
Kecamatan Pangkalan Lad a 
(kredit perbankan I dana murni 
perusahaan) ? 

4. Bagaimana keterbukaan 
pelaksanaan pengelolaan 
pembangunan kebun untuk 

3 25 30 5 0 63 
masyarakat oleh perusahaan 
perkebunan yang beroperasional 
di wil. Kec. Pangkalan Lada ? 

5. Bagaimana pengelolaan us aha 
perkebunan berkelanjutan yang 
dilaksanakan oleh perusahaan 
perkebunan di wilayah Kec. 

4 3& 26 3 & 63 
Pangkalan Lad a dari sisi 
ekonomi, so sial - budaya, 
keamanan masyarakat, 
lin~Ikun~Ian dan earifan local ? 
Jumlab(L:) 12 122 161 20 0 315 
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PROGRAM PASCA SARJANA 
UNIVERSITAS TERBUKA 
UPBJJ PALANGKA RAYA 

Lampiran 4. 

NILAI PROSENTASE HASIL KUESIONER 
SEBAGAI BAHAN ANALISIS 

PEMBERDAYAANPETANI MELALUIPOLA 
KEMITRAAN PEMBANGUNAN KEBUN MASY ARAKA T 

(Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi 
Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan 

Berkelanjutan Di Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat) 

A R b d R t . em e~ ayaan e ant 

No. PERTANYAAN 
Nilai (% 

I BS B c KB TB 
1. Bagaimana pelaksanaan 

kebijakan Pemerintah terkait 
pemberdayaan petani melalui 
pol a kemitraan pembangunan 
kebun untuk masyarakat oleh 

3,2 54,0 34,9 7,9 0 100 
perusahaan perkebunan yang 
beroperasional di wilayah 
Kecamatan Pangkalan Lada 
seluas minimal 20 % dari luas 
areal yang diusahakan ? 

2. Bagaimana Pemberdayaan 
petani melalui pengembangan 
us aha yang dilakukan oleh 
perusahaan perkebunan yang 
beroperasional di wilayah 7,9 44,5 34,9 12,7 0 100 
Kecamatan Pangkalan Lada 
dalam pembangunan kebun 
masyarakat sebagai tanggung 
j awab sosial perusahaan ? 

Ket. 
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3. Bagaimana Pendapatan petani 
/masyarakat sekitar perusahaan 
perkebunan yang beroperasional 

0,0 1,6 34,9 63,5 0 100 di wilayah Kecamatan 
Pangkalan Lada sebelum adanya 
perusahaan perkebunan ? 

4. Bagaimana Pendapatan petani/ 
masyarakat sekitar perusahaan 
perkebunan yang beroperasional 

6,3 81,0 11,1 1,6 0 100 di wilayah Kecamatan 
Pangkalan Lada setelah adanya 
perusahaan perkebunan ? 

5. Bagaimana pendapatan petani 
/masyarakat sekitar perusahaan 
perkebunan yang beroperasional 
di wilayah Kecamatan 
Pangkalan Lada sebelum adanya 0,0 0,0 50,8 49,2 0 100 
program pemberdayaan petani 
yang dilakukan oleh perusahaan 
saudara dapat meningkatkan 
kesejahteraan keluarganya? 

6. Bagaimana pendapatan petani 
/masyarakat sekitar perusahaan 
perkebunan yang beroperasional 
di wilayah Kecamatan 
Pangkalan Lada setelah adanya 12,7 68,3 19,0 0,0 0 100 
program pemberdayaan petani 
yang dilakukan oleh perusahaan 
saudara dapat meningkatkan 
kesejahteraan keluarganya ? 
Jumlab(_L) 5,0 41,5 31,0 22,5 0 100 
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Kemitraan 

No. PERTANYAAN 
Nilai (%) 

I Ket. 
BS B c KB TB 

1. Bagaimana pelaksanaan 
kerjasama kemitraan yang 
dilakukan oleh perusahaan 
perkebunan yang beroperasional 4,8 55,6 30,1 9,5 0 100 
di wilayah Kec. Pangkalan Lada 
dengan petani I masyarakat 
sekitar? 

2. Apakah kerjasama kemitraan 
yang dilakukan oleh perusahaan 
perkebunan yang beroperasional 
di wilayah Kec. Pangkalan Lada 

6,4 63,5 22,2 7,9 0 100 
dengan petani/masyarakat 
sekitar dapat meningkatkan 
pendapatan dan 
kesejahteraannya ? 

3. Bagaimana kerjasama kemitraan 
yang dilakukan oleh perusahaan 
perkebunan yang beroperasional 
di wilayah Kecamatan 
Pangkalan Lada dengan petani/ 
masyarakat sekitar selain 
pembangunan kebun untuk 7,9 47,6 36,6 7,9 0 100 
masyarakat merupakan tanggung 
jawab so sial perusahaan 
(Pembelian TBS, Angkutan, 
Tenaga Kerja, Bantuan sosial, 
Kepemudaan dan olah raga, dll) 
? 
Jumlah(I) 6,3 5516 2916 815 0 100 
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PI ks ea anaan p b em angunan Kb M e un k t asyara a 

No. PERNYATAAN 
Nilai (%) 

I Ket. 
BS B c KB TB 

1. Bagaimana Pelakasanaan 
Sosialisasi Peraturan Daerah 
Prop. Kalimantan Tengah 
Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Usaha Perkebunan 
Berkelanjutan, terkait 

1,6 31,7 61,9 4,8 0 100 
pembangunan kebun masyarakat 
oleh perusahaan perkebunan 
yang beroperasional di wilayah 
Kecamatan Pangkalan Lada 
kepada petani/ masyarakat 
sekitar kebun ? 

2. Bagaimana Koordinasi dan 
konsolidasi perusahaan 
perkebunan yang beroperasional 
di wilayah Kecamatan 1,6 47,6 47,6 3,2 0 100 
Pangkalan Lada terkait dengan 
pembangunan kebun 
masyarakat? 

3. Bagaimana keterbukaan 
pembiayaan pembangunan 
kebun untuk masyarakat oleh 
perusahaan perkebunan yang 

4,8 27,0 57,1 11,1 0 100 
beroperasional di wilayah 
Kecamatan Pangkalan Lada 
(kredit perbankan I dana murni 
perusahaan) ? 

4. Bagaimana keterbukaan 
pelaksanaan pengelolaan 
pembangunan kebun untuk 4,8 39,7 47,6 7,9 0 100 
masyarakat oleh perusahaan 
perkebunan yang beroperasional 
di wil. Kec. Pangkalan Lada ? 

5. Bagaimana pengelolaan us aha 
perkebunan berkelanjutan yang 
dilaksanakan oleh perusahaan 
perkebunan di wilayah Kec. 6,3 47,6 41,3 4,8 0 100 
Pangkalan Lada dari 

.. 
SISI 

ekonomi, so sial - budaya, 
keamanan masyarakat, 
lingkungan dan earifan local ? 
Jumlab(L) 3,8 38,7 51,1 6,4 0 100 
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Lampiran 5. 

Nama-Nama Responden (Jawaban ) 

·'· ~- -t.~:~i!::.':: .... ~,;- [, .•. , , & 

~'. """ 
. 

·. 

..... , ,._, I ~F"'t~~ ·1" - lli' f~.: h'J ; ·J :. fiil · t: 4 s 
1. Endang, K I Sungai Rangit Jaya .£ 1 1 .£ .£ .£ 1 1 1 2 .£ 1 2 .£ 
2. Karsono I Sungai Rangit Jaya .£ 1 1 .£ .£ .£ 1 1 1 .£ .£ 1 .£ .£ 
3. Supandi I Sungai Rangit Jaya l 1 .£ 1 2 2 1 l .£ 1 1 1 1 l 
4. Juhlian Syahri I Sungai Rangit Jaya .£ l 1 ! 1 l 1 l 1 l ! l 1 ! 
5. ArifMulyono I Sungai Rangit Jaya .£ 1 1 .£ 2 2 1 l 1 l l 1 l 2 
6. Sarpan I Lada Mandala Jaya .£ .£ 2 1 .£ 1 .£ 1 .£ i .£ 2 2 .£ 
7. Suranto I Lada Mandala Jaya .£ 1 .£ 1 l 1 .£ .£ l l l l l 1 
8. Ahmad Rifai I Lada Mandala Jaya l l l 1 l 1 l .£ 2 2 .£ 1 l 1 
9. Johanes LH I Lada Mandala Jaya .£ 1 ! 1 2 1 1 1 1 l 1 .£ .£ 1 
10. Siti Mukaromah I Lada Mandala Jaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11. Winarno I Sungai Me lawen 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 .£ .£ 

12. Sutaji I Sungai Melawen l 1 1 1 1 .£ .£ 2 l 1 1 .£ .£ 1 
13. Supar Purnomo I Sungai Melawen l 2 1 2 2 2 ~ .£ ~ ~ 2 .£ ~ 2 
14. Bambang S. I Sungai Melawen .£ .£ 1 2 1 .£ 2 .£ .£ .£ 2 2 2 2 
15. Suwrujo I Sungai Melawen .£ 2 1 1 ! 1 .£ 1 2 .£ .£ 2 .£ .£ 

16. Agus W.U. I Pangkalan Durin 2 .£ .£ 1 .£ .£ 2 1 .£ 2 2 1 2 1 
17. Raminto I Pangkalan Durin 1 ! 2 1 2 .£ l l .£ 1 .£ 2 1 l 

18. Rusdi I Pangkalan Durin 1 1 1 1 1 1 2 .£ .£ 2 2 2 .£ 1 
19. Hadi Kusnoto I Pangkalan Durin l l 1 l 1 J. l l l l l l l l 
20 Dewi Muamanah I Pangkalan Durin l l 1 l 1 l l l l l l l l l 
21. Muh:~rn:~cl Juhaini I . 1Tiga 3 J. I 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

22. Yadi I Pangkalan Tiga J. l 1 J. 1 J. J. J. l l J. J. J. l 
23. Sartono I Pangkalan Tiga J J l J 1 1. J J. 1. J J J J 1. 

24. Sutiyana I Pangkalan Tiga J J l J. l J. J. J J. J. J. J. J J. 
25. Reni Yuliyanti I Pangkalan Tiga J. J. l J. 1 1. J. J. J. J. J J. J J. 
26. Siti Nur Elin, M I Pangkalan Dewa J. J 1 J l J J. J. J J l l l J. 
27. Syaiful Asnawi I Pangkalan Dewa J. J. 1 J. 1 J J J. J. J. l J l J 
28. Rohmad I Pangkalan Dewa J J 1 J l 1. J J J l J l J J 
29. Joko Purnomo I Pangkalan Dewa J J 1 J. l J. J J J. J. J. J. J. l 
30. Machfud , A I Pangkalan Dewa J. J 1 J l J J J. J J J l J J. 
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31. Suprijanto I Kadipi Atas 1 £ £ 1 £ 1 £ £ £ £ £ £ £ £ 

32. Rahmadi I Kadipi Atas 1 £ £ 1 £ 1 1 1 £ 1 1 £ £ £ 
33. Darsudi I Kadipi Atas £ £ £ 1. £ 1 1 1 1 £ £ 1 1 1 
34. Widodo I Kadipi Atas 1 1 £ 1 1 1 1 1 1 £ 1 1 1 1 
35. Darlinggo I Makarti Jaya 1 1 £ 1 £ 1 £ 1 1 1 £ 1 1 1 
36. Kasmah I Makarti Jaya 1 1 1 J. 2. J. J. J. J. J. J. J. J. J. 
37. Lasmen I PT. Meta Epsi Agro 1 1. 1 1. 1 1. 1 1. 1 £ 1 1 J. J. 
38-. Primer Ar Gafiri I PT. MEA 1. 1. 1 1. 1 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 
39. Agus Subiyanto I PT. Surya, SS £ £ £ J. £ 1 £ 1 £ £ J. £ J. 1 
40. Candra Adi , G I PT. Surya . SS 1. £ 1 1 1 J. £ £ £ J. J. £ £ £ 
41. Rudiansyah I Camat P. Lada £ £ 1 J. £ J. J. J. J. £ £ £ £ £ 
42. Y. Giyarta I Kantor Camat P. Lada £ £ 1 1 1 J. J. J. J. J. £ £ £ J. 
43 . Mardiyono I Kantor Camat P. Lada J. 1 1 1 1 1 1 J. 1 £ J. £ J. 1 
44. M. N. Ikhsan I Bagian Tapem Setda £ £ £ 1 £ 1 £ £ £ £ £ £ £ £ 
45. Aida Lailawati I Bag. Tapem Setda 1 1 1 1 1 J. J. 1 £ £ £ £ J. £ 
46. Anto S. I Bag. Perek & SDA Setda 1 £ £ J. £ 1 1 1 J. £ £ £ £ £ 

47. M. Rosihan P. I Dinas Perkebunan J. 1 £ 1 £ 1 1 1 1 1 J. £ £ J. 
48. M. Robiannor I Dinas Perkebunan J. 1 1 J. £ J. 1 J. 1 1 £ £ £ £ 

49. Setyo Budi Utomo I PT. GSIP 1 1. £ 1 £ 1. 1. 1. 1. 1 J. 1. 1. 1. 
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53. Sugeng Sasmito I Kadipi Atas 1 1 1 1 1 1 1 1 £ £ 1 1 1 £ 
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61. Mudasir I Pandu Senjaya J. J. J. J. 1 J. J. J. J. £ J. 1 J. J. 
62. Siswanto I BPMD J. J. 1 J. 1 J. J. J. J. J. 1 £ £ J. 
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Keterangan Terdapat 63 Orang responden yang memberikan jawaban terkait dengan 
penelitian Pemberdayaan Petani melalui Pola Kemitraan Pembangunan 
Kebun Masyarakat (Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan berdasarkan 
Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 
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Anal isis 

tentang Pengelolaan Usaha Perkehunan Berkelanjutan di Kecamatan 
Pangkalan Lada Kahupaten Kotawaringin Barat). Dengan skor sehagai 
herikut: 
Baik Sekali ( BS) : 3,2 ( 3 Org) atau 5,0 % 
Baik (B) : 28,5 ( 29 Org) atau 45,3 % 
Cukup (C) : 23,4 ( 23 Org) atau 37,2 % 
Kurang Baik ( KB ) : 7,9 ( 8 Org ) atau 12,5 % 
Tidak Baik ( TB ) : 0,0 ( 0 Org ) atau 0,0 % 
Apahila jawahan yang mendominasi pelaksanaan pemherdayaan petani 
melalui pola kemitraan pemhangunan kehun masyarakat yang dilakukan 
oleh perusahaan perkehunan hesar kelapa sawit di Kec. Pangkalan Lada 
Kah. Ktw. Barat berdasarkan Perda Prop. Kalteng No. 5 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Usaha Perkehunan Berkelanjutan telah menunjukan 
dengan kategori nilai prosentase sebesar : 
81 % - 100% pelaksanaannya Baik Sekali (BS); 
61% - 80% pelaksanaanya Baik (B); 
41 % - 60 % pelaksanaannya Cukup (C); 
21%- 40% pelaksanaannya Kurang Baik (KB); dan 
0 % - 20 % pelaksanaannya Tidak Baik (TB). 
Jika hasil analisis menunjukan kategori Baik Sekali (BS) hal ini berarti 
program pemherdayaan petani melalui pola kemitraan pemhangunan 
kehun masyarakat sangat bermanfaat hagi petani disekitar kehun; hila 
Baik (B) maka program ini perlu di tingkatkan haik dari segi pemantauan 
maupun implementasi peraturan pendukungan lainnya; hila Cukup (C) 
maka program ini dirasa helum herjalan dan perlu dilakukan evaluasi dan 
pemantauan terhadap elemen penghamhat yang lehih mendalam; hila 
Kurang Baik (KB) program ini herarti perlu dilakukan evaluasi terhadap 
keseluruhan elemen atau unsur-unsur terkait sehagai penghamhat 
pelaksanaan program pemherdayaan petani melalui pola kemitraan 
pemhangunan kehun masyarakat; dan Tidak Baik ( TB ) maka program 
pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun 
masyarakat herarti di tolak oleh petani atau tidak herhasil. 
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